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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan 

transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 a  ̇ es (dengan titik di atas)̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka  dan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ zet (dengan titik di atas)̇  ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syim Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .‘. Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق



 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..’.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 

fatḥah a A 

 

 

Kasrah i I 

 وْ 
 

ḍommah u U 

  

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 

Tanda dan 

Huruf 
Nama Gabungan Nama 

.....  fatḥah dan ya ai a dan i ي 

 fatḥah dan wau au a dan u ......ْوْ 

 

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

 



Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

..َ. ....
ى..َ..ا.  

fatḥah dan alif atau ya  ̅ a dan garis atas 

 Kasrah dan ya   i dan garis di bawah ...ٍ..ى

و....ُ  ḍommah dan wau  ̅ u dan garis di atas 

 

3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: 

a. Ta marbutah hidup 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, 

transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi  ini tanda  

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan  

huruf yang diberi tanda  syaddah itu. 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:  

vi 



 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata .ال

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung diikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

6. Hamzah 

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan arab berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan  

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

 



8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf 

kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf 

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri  tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-

Latin. Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama. 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Elli Safrida Hasibuan 

NIM  : 14 103 000 65 

Jurusan : Hukum Tata Negara 

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum 

 

Skiripsi ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 

Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas 

Utara”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah membahas 

mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Keluarga Berencana di tiga Desa 

yaitu; Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria serta membahas mengenai 

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden mengenai 

Keluarga Berencana. 

Jenis penelitian adalah yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam 

penelitian yuridis empiris, menggambarkan bagaimana hukum beroperasi dalam 

masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan untuk mengetahui tentang ilmu hukum, dan 

memiliki ilmu pengetahuan dan sosial (social science research). Penelitian ini 

Menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. 

Penelitian ini menemukan hasil bahwa Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 

Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten 

Padang Lawas Utara tepatnya di Desa Huta Baringin kurang terlaksana karena lebih 

banyak faktor penghambat dari pada faktor pendukung. Dalam Peraturan Presiden 

disebutkan bahwa Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan 

agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Faktor pendukung adanya dukungan 

yang diberikan oleh Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait 

seperti bidan dan puskesmas. Sementara faktor penghambat adalah kurangnya 

penyuluhan yang dilakukan petugas KB di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung 

Maria yang hanya melakukan konseling di puskesmas  dikarenakan keterbatasan 

petugas KB. Serta kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap petugas-petugas 

KB dan kader-kader baik di RT dan Puskesmas setempat mengenai masalah dana 

untuk melakukan kegiatan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya ber-KB. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah keluarga berencana atau yang sering kita dengar dengan sebutan KB 

adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan pada zaman 

sekarang ini. Sebelumnya mungkin istilah ini sangat asing atau bahkan tidak ada 

bagi orang-orang yang hidup pada zaman dahulu. Manusia ketika itu hanya tahu 

menikah dan punya anak saja tanpa memperhatikan jarak kelahiran antara anak 

pertama, kedua, dan seterusnya.  

Manusia hidup di muka bumi semata-mata Allah ciptakan untuk menjadi 

seorang khalifah dan menjadi hamba Allah yang bertaqwa. Dengan 

diciptakannya manusia di muka bumi tentu saja Allah memerintahkan untuk 

melestarikan  jenisnya, mengembangkan peradaban, dan terus meningkatkan 

kualitas manusia dari generasi ke generasi. Untuk itu manusia wajib untuk 

memiliki pengetahuan dan mengatur hidupnya agar terus berkembang dari waktu 

ke waktu
1
. 

Tidak ada satupun manusia tentunya yang menginginkan hidupnya dalam 

kesulitan dan ingin selalu mengembangkan keturunannya semakin baik 

                                                             
1Maslani & Hisbiyallah. Masail Fiqhiyah al-Haditsah,(Bandung:SEGA ARSY 2009),  . 

hlm.59 
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dariwaktu ke waktu. Untuk itulah dibutuhkan keluarga dan rumah tangga yang 

dibangun agar harmonis dan melahirkan generasi unggul setiap saatnya.  

Program KB merupakan program pembangunan nasional dan bertujuan 

untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk 

Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan 

produksi nasional. Program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan 

antara kebutuhan dan jumlah penduduk, maka dari itu program Keluarga 

Berencana ini diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan 

Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. 

Tentunya semua itu dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam,  Allah 

SWT berfirman dalam QS An-Nisa: 9 yang berbunyi: 

                      

 

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan 

yang benar. (QS An-Nisa :9).
2
 

 

Ayat ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya 

kondisi kesehatan pisik dan kelemahan intlegensi anak, maka para orangtua 

dilarang meninggalkan anak keturunannya yang tak berharta lalu kemudian 

terhina dengan  menjadi peminta-minta dan selalu mengharap dari orang lain. 

                                                             
2
Q.S An-Nisa : 9, Al-Qur’an dan Terjemahan,Departemen Agama RI. 
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Jangan pula menjadi beban yang berat bagi masyarakat. . Islam sangat melarang 

keras bahwa ummatnya menghinakan dan merendahkan diri dengan cara yang 

seperti itu. Umat Islam itu  diharuskan untuk mandiri, produktif, dan pemberi. 

Para orangtua harus dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga anak-

anak tersebut tidak menjadi anak-anak yang lemah sesuai dengan ayat diatas, 

baik secara fisik maupun fisikis.
3
 

Manusia memiliki akal, sehingga bisa menghitung dan berpikir secara 

rasional. Hawa nafsu manusia juga bisa diatur tidak seperti hewan, sehingga 

manusia dapat mengatur keturunan jika memang belum mampu dan memiliki 

sumber daya yang mumpuni. Tentunya perlu dibatasi dan diatur sambil terus 

berikhtiar kepada Allah SWT. Jangan sampai melahirkan anak dan 

menelantarkannya atau bahkan bergantung hidup pada orang lain. Hal ini bisa 

mendzalimi mereka dan menjadikan mereka lemah nantinya untuk kedepan. 

Penduduk merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. Pembangunan yang baik hanya akan bisa diwujudkan oleh 

penduduk yang berkualitas baik, yang tentu tergantung pada besar jumlah 

penduduk. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang cepat 

serta kualitas rendah tentu mempersulit tercapainya tujuan pembangunan dan 

menimbulkan masalah peningkatan jumlah penduduk. Permasalahan peningkatan 

jumlah penduduk merupakan permasalahan penting yang dialami oleh banyak 

Negara berkembang, termasuk Indonesia. 

                                                             
3Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 50 
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Dewasa ini banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki keluarga yang 

sejahtera. Salah satu cara yang mereka tempuh itu dengan memperkecil jumlah 

anak sehingga mereka merasa cukup dan sejahtera dengan keluarga kecil mereka. 

Adapun dalam faktor ekonomi yakni banyak masyarakat yang merasa jika 

banyak anak maka kebutuhan ekonomi mereka meningkat sehingga mereka harus 

bekerja keras lagi. Maka dari itu mulai muncul anggapan orang untuk melakukan 

program keluarga berencana yang memang merupakan salah satu program 

pemerintah
4
. 

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar 

terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang-undang 

Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak 

dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan 

dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga 

berkualitas. 

Hasil sensus (Badan Pusat Statistik) BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah 

penduduk Indonesia adalah 237.555.363 orang, terdiri atas 119.507.600 laki-laki 

dan 118.048.783 perempuan dengan laju tumbuh penduduk 1,49% per tahun. 

Dengan pertumbuhan penduduk 1.64% dan Total Fertility Rate (TFR) 2,6. Dari 

segi kuantitas jumlah penduduk Indonesia cukup besar tetapi dari sisi kuantitas 

melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kondisi Indonesia sangat 

                                                             
4http: //dwiyulianiadnan27.blogspot.com/2018/08/15/program-kb-di-indonesia.htlm 
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memprihatinkan karena dari 117 negara, Indonesia di posisi 108. Tingginya laju 

pertumbuhan yang tidak diiringi peningkatan penduduk ini akan berpengaruh 

kepada tingkat kehidupan dan kesejahteraan penduduk. 

Indonesia memiliki laju pertumbuhan mencapai 1,32 % atau 3 juta jiwa 

pertahun pada tahun 2014-2015. Pergeseran distribusi umur penduduk dan 

penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (youth dependency ratio) di 

Indonesia membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus 

demografi (BPS, 2015). Pergerakan laju pertumbuhan penduduk di jawa tengah 

yang terus meningkat dapat dikendalikan dengan adanya program keluarga 

berencana begitu juga di Kecamatan Simangambat. Pemerintah melakukan 

beberapa strategi diantaranya adalah penerapan model kampung keluarga 

berencana. Simangambat merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 21 desa.  

Aspek kependudukan merupakan hal yang paling mendasar dalam 

pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran 

pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan 

dengan peran penduduk tersebut, maka kualitas mereka perlu ditingkatkan 

melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang 

berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran 

kependudukan. 

Kuantitas penduduk yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan 

kualitas yang baik dapat menyebabkan permasalahan sosial, untuk itu perlu 
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adanya upaya atau program peningkatan kualitas penduduk dengan mengontrol 

jumlah penduduk yang ada. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 

1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 

sejahtera menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan 

kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, 

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi problem-

problem yang tumbuh dan berkembang adalah dengan “keluarga berencana”. 

Bila pertambahan penduduk dapat ditekan, maka masalah yang dihadapi tidak 

seberat menghadapi pertambahan penduduk yang tidak terkendali.Kendatipun 

wakil-wakil rakyat telah menetapkan KB itu ,masih ada persoalan lain yang perlu 

dituntaskan, yaitu bagaimana pandangan agama Islam terhadap KB itu, karena 

mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam.  

Sebenarnya sebelum bangsa Indonesia mencanangkan KB itu, dari dahulu 

pun masalah ini sudah menimbulkan pro dan kontra (setuju dan tidak setuju) 

dengan argumentasi (dalil) masing-masing.  

Dari studi pendahuluan yang diperoleh dari lokasi penelitian Desa Huta 

Baringin menunjukan bahwa mayoritas masyarakat belum melakukan program 

KB untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. Sehingga 

banyaknya pertumbuhan anak yang tidak terkendali.  
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Dari latar belakang diatas maka penulis kemudian merasa tertarik dengan 

permasalahan tersebut, sehingga mencoba untuk mengkaji dan membahas 

masalah diatas dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 

2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten 

Padang Lawas Utara” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan  

dijawab dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1.  Bangaimana Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014  Tentang 

Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas 

Utara? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden 

No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 pasal 18 tentang 

Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas 

Utara.  

D. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran 

penulis memberikan sekedarnya dengan membuat batasan istilah,mengingat 

luasnya wilayah di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara 
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maka yang menjadi penelitian ada 3 Desa yaitu: Desa Huta Baringin, Desa 

Tanjung Mariadan Desa Aekraru.Keluarga Berencana yaitu suatu perencanaan 

yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap 

anaknya lahir di sambut dengan rasa gembira dan syukur.  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan 

sebagaimana rumusan masalah di atas, dalam hal ini peneliti mengambil studi 

penelitiannya dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 di 

KecamatanSimangambat Kabupaten Padang Lawas Utara” sehingga nantinya 

dapat diketahui secara jelas dan terperinci adapun  tujuan diadakannya penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 di 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

2. Untuk menambah wawasan mengenai faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga 

Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan  menambah pemahaman dan pandangan baru 

kepada semua pihak, baik masyarakat maupun pihak-pihak yang 

berkecimpung dalam hukum mengenai Keluarga Berencana berdasarkan 
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peraturan presiden No. 87 Tahun 2014 di Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara. 

2.  Manfaat Praktis 

Menambah wawasan penulis mengenai keluarga berencana menurut 

peraturan presiden No. 87 Tahun 2014 ditinjau dari fiqh siyasah studi kasus di 

Kecamatan Simangambat kabupatenPadang Lawas Utara dan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap 

penelitian yang sejenis. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan tahapan pemahaman penelitian ini, maka disusunlah 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I adalah pendahuluan yang menguraikan secara ringkas mengenai 

permasalahan yang akan dibahas meliputi: latar belakang masalah yang 

menguraikan pokok masalah yang  akan diteliti, kemudian dibuatlah rumusan 

masalah yang  menjabarkan hal-hal yang dipertanyakan dan yang akan dijawab 

peneliti, batasan istilah untuk mempersempit pembahasan penelitian agar tidak 

membahas secara luas, tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan 

masalah, kegunaan penelitian membahas mengenai manfaat penelitian, dan  

sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori, penelitian 

terdahulu, Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014, pengertian keluarga berencana. 
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BAB III Metode Penelitian yang akan dibahas, terdiri dari lokasi dan waktu 

penelitian dilakukan, jenis penelitian yang akan digunakan, sumber data, teknik 

pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisa data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari deskriptif hasil 

penelitian dan hasil penelitian mengenai Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 

Tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang 

Lawas Utara.. 

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan memuat inti dari 

data yang dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang 

memuat tentang berbagai hal yang dirasa perbaiki di masa depan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait dengan keluarga berencana telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya di dalam negeri akan tetapi berbeda variabel 

dengan penelitian ini. Penelitian yang sebelumya dilakukan sebagai 

pendukung dalam penelitian ini. Adapun penelitian atau skripsi yang telah 

mengangkat tema mengenai pelaksanaan keluarga berencana adalah sebagai 

berikut: 

NO Penulis Judul Hasil Penelitian 

1 Ken Sudarti, puji 

Prasetiyaningtyas 

(2011) 

“Peningkatan 

Minat Partisipasi 

Dan Keputusan 

Berpartisipasi 

Akseptor Kb”. 

Menggunakan 

metode Kuantitatif 

(Regresi Iinier 

Berganda). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Kualitas layanan program 

konseling dan budaya 

lingkungan dalam program 

keluarga berencana 

mempunyai dampak positif 

terhadap ketertarikan dan 

keputusan untuk 

berpartisipasi terhadap 



12 
 

 
 

program keluarga berencana. 

Kualitas layanan ditemukan 

sebagai kontribusi terbesar 

terhadap peningkatan 

ketertarikan dan partisipasi 

dalam program keluarga 

berencana. 

 

2 Gita Sari dan 

Ahmad Hidir 

(2013) 

 

 

 “Peningkatan 

Sosial Ekonomi 

Peserta Keluarga 

Berencana”. 

Menggunakan 

Metode Penelitian 

survey (Regresi 

Iinier Berganda). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pengaruh Pelaksanaan 

program KB dan partisipasi 

terhadap social ekonomi 

masyarakat adalah signifikan 

dan pelaksanaan KB yang 

baik merupakan factor yang 

dominan dibandingkan 

dengan partisipasi KB. 

3 Suandi (2010) “Hubungan antara 

Karakteristik 

Rumah Tangga 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor 

karakteristik umur, tingkat 
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dengan Partisipasi 

dalam Keluarga 

Berencana di 

Provinsi Jambi”. 

Menggunakan 

Metode crosstab 

analysis. 

pendidikan, daerah tempat 

tinggal, dan faktor 

karakteristik indeks 

kesejahteraan PUS tidak 

berhubungan dengan 

kesetaraan KB. 

 

 

Perbedaan dan persamaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang ditulis olehKen Sudarti, puji Prasetiyaningtyas membahas 

tentang Peningkatan Minat Partisipasi Dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor 

Kb, penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas layanan program konseling dan 

budaya lingkungan dalam program keluarga berencana mempunyai dampak 

positif terhadap ketertarikan dan keputusan untuk berpartisipasi terhadap program 

keluarga berencana. Kualitas layanan ditemukan sebagai kontribusi terbesar 

terhadap peningkatan ketertarikan dan partisipasi dalam program keluarga 

berencana.
1

 Sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan peraturan 

presiden No. 87 Tahun 2014 tentang keluarga Berencana di Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui (1). Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 

                                                             
1  Ken Sudarti, puji Prasetiyaningtyas, “Peningkatan Minat Partisipasi Dan Keputusan 

Berpartisipasi Akseptor Kb”. Menggunakan metode Kuantitatif (Regresi Iinier Berganda). (2011) 
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tentang Keluarga Berencana Di Desa Huta Baringin. (2). Apa saja faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 

tentang Keluarga Berencana. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Sari dan Ahmad Hidir membahas 

tentang Peningkatan Sosial Ekonomi Peserta Keluarga Berencana”.Penelitian ini 

bermaksud untuk melihat Pelaksanaan program KB dan partisipasi terhadap 

social ekonomi masyarakat adalah signifikan dan pelaksanaan KB yang baik 

merupakan factor yang dominan dibandingkan dengan partisipasi KB.
2
Sedangkan 

peneliti membahas tentang Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang 

Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara 

untuk Desa Huta Baringin.Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 

(1).Bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 tentang 

Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara 

untuk Desa Huta Baringin. (2). Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan Peraturan Presiden No.87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta 

Baringin. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suandi membahas tentang Hubungan 

antara Karakteristik Rumah Tangga dengan Partisipasi dalam Keluarga Berencana 

di Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa factor karakteristik umur, tingkat 

                                                             
2  Gita Sari dan Ahmad Hidir, Peningkatan Sosial Ekonomi Peserta Keluarga Berencana”. 

Menggunakan Metode Penelitian survey (Regresi Iinier Berganda) (2013). 
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pendidikan, daerah tempat tinggal, dan factor karakteristik indeks kesejahteraan 

PUS tidak berhubungan dengan kesetaraan KB.
3
Sedangkan peneliti membahas 

tentang Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta 

Baringin.Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1).Bagaimana pelaksanaan 

Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta Baringin. (2). 

Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden 

No.87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta Baringin. 

Dari ketiga penelitian  yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berbeda 

karena aspek yang dibahas pada penelitian ini merupakan pelaksanaan keluarga 

berencana yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 87 Tahun 2014 tentang 

keluarga berencana. 

B. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 

1. Peraturan Presiden 

Menurut pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa Peraturan 

Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. 

                                                             
3 Suandi, Hubungan antara Karakteristik Rumah Tangga dengan Partisipasi dalam Keluarga 

Berencana di Provinsi Jambi”. Menggunakan Metode crosstab analysis. (2010). 
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Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden untuk menjalankan Undang-

undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945). Karena peraturan 

pemerintah diciptakan untuk melaksanakan undang-undang, maka tidak 

mungkin bagi presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada 

undang-undang .Peraturan Pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk 

melaksanakan undang-undang. Sebagai contoh PP No. 6 Tahun 2005 Tentang 

Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah sebagai pelaksana dan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah
4
.   

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah pasal 1 terdapat 23 yang dimaksud dengan:  

(1) Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, 

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi 

kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama 

serta lingkungan penduduk setempat. 

(2) Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya 

terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 

mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 

                                                             
4NomensenSinamo, Hukum Tata Negara, (Jakarta: Aksara, 2014), hlm. 155 
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(3) Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan 

perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan 

dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 

(4) Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas 

yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 

(5) Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara 

jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk. 

(6) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 

istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 

anaknya. 

(7) Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas 

perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, 

memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung 

jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

(8) Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia 

ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, 

dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga 

yang berkuallitas. 

(9) Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan 

tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
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(10) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang 

memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-

materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya 

untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan 

kebahagiaan lahir dan batin. 

Pasal 18 

(1) Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk: 

a. Mengatur kehamilan yang diinginkan 

b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan 

anak 

c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan 

pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi 

d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga 

Berencana 

e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan 

jarak kehamilan. 

(2) Kebijakan Keluarga Berencana dilakkukan melallui upaya: 

a. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat 

b. Pembinaan keluarga 
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c. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi 

perkembangan social ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup 

dalam masyarakat. 

(3) Upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud paya ayat  

disertai dengan KIE. 

Pasal 19 

(1) Upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 

dilakukan melalui: 

a. Promosi 

b. Perlindungan dan/ atau 

c. Bantuan sesuai dengan hak reproduksi 

(2) Upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/ atau tenaga lain yang terlatih. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Keluaga Berencana sebahaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. 

Pasal 20 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya 

kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu. 

(2) Penyelenggaraan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara 

menyeluruh dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Dilakukan secara koordinatif antar kementerian dan lembaga 

pemerintahan non kementerian. 

(3) Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintahan dan Pemerintah 

Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat. 

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

sedikit berupa: 

a. Penyuluhan Keluarga Berencana 

b. Pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana. 

Pasal 21 

(1) Pembinaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mendukung: 

a. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan 

b. Pelaksanaan fungsi keluarga. 

(2) Pembinaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 

dengan: 

a. KIE; 

b. Penyediaan sarana dan prasarana dan 

c. Upaya pembinaan lainnya. 
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Pasal 22 

Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk 

dan mengembangkan: 

a. Pembinaan keluarga balita dan anak 

b. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat 

Informan dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja / Mahasiswa 

c. Pembinaan ketahanan keluarga lansia dan 

d. Pemberdayaan ekonomi keluarga.   

Pasal 23 

Pengaturan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 

huruf c, ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera 

menuju NKKBS dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana. 

Pasal 24 

(1) Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 

18 dan pasal 19 dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan 

peran serta masyarakat melalui: 

a. Pendewasaan usia perkawinan 

b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan 
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c. Pembinaan kesertaan Keluarga Berencana dan; 

d. Peningkatan kesejahteraan keluarga 

(2) Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada tumbuh kembang kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan keluarga secara mandiri dalam membangun 

keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera
5
. 

Program Keluarga Berencanabertujuan untukmenjarangkan angka 

kelahiran anak, mengatur kelahiran yang diinginkan, menurunkan angka 

kematian ibu, bayi dan anak, menjaga kesehatan dan menjamin pendidikan 

anak. 

Dengan adanya program keluarga berencana maka kepadatan penduduk 

juga pasti akan menurun sehingga tercapainya sebuah keluarga kecil, bahagia 

dan sejahtera. Program KB juga sangat baik untuk kemajuan masa depan 

karena dengan adanya program tersebut  maka jumlah penduduk yang ada 

kemungkinan bisa berkurang, dan jika memiliki dua anak maka pendidikan 

terjamin, dari pada 10 orang tetapi Cuma satu yang berkualitas yang lainnya 

lebih banyak sumber permasalahan. 

C. Keluarga Berencana 

1. Pengertian Keluarga Berencana 

Pada tahun 1953 sekelompok kecil masyarakat yang terdiri dari berbagai 

golongan khususnya dari kalangan kesehatan memulai prakarsa kegiatan 

                                                             
5PeraturanPresidenNomor 87 Tahun 2014 
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keluarga berencana.Kelompok ini berkembang dan pada tahun 1957 berdirilah 

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Presiden  

Soeharto bersama dengan pemimpin dunia lainnya menandatangani 

deklarasi kependudukan dunia. 

Ketika Tahun 1967, baru terlihat ada persiapan-persiapan menuju 

kepada pelaksanaan program tersebut.Dan sejak itu pula, pemerintah mulai 

mendorong masyarakat Indonesia, untuk menciptakan iklim yang dapat 

menguntungkan pelaksanaan program KB secara Nasional. Maka pada Tahun 

1968 Presiden mengintruksikan kepada Menteri Negara Kesejahteraan 

Rakyat, melaluui SK. Presiden No. 26 Tahun 1968, yang bertujuan untuk 

membentuk suatu lembaga resmi pemerintah, yang bernama “Lembaga 

Keluarga Berencana Nasional (LKBN)”, yang bertugas untuk mengkoordinir 

kegiatan Keluarga Berencana. kemudian pada Tahun 1969, program tersebut 

mulai dimasukkan kedalam program pembangunan Nasional pada pelita I. 

Dan kira-kira satu Tahun sesudahnya, maka pemerintah menganggap 

perlu membentuk suatu Badan Pemerintah, yang diberi nama dengan “Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)”, yang bertugas untuk 

mengkoordinir semua kegiatan KB di Indonesia. Maka sejak itu pula, masalah 

kependudukan di Indonesia sudah bisa terkendalikan dengan baik.Serta 



24 
 

 
 

seluruh lembaga pemerintah swasta, mengambil bagian untuk menyukseskan 

pembangunan Nasional dibidang kependudukan
6
. 

Sebagai tindak lanjut penandatanganan ini maka pada tahun 1968 

dibentuk sebuah lembaga keluarga berencana nasional LKBN lembaga ini 

pada tanggal 29 Juni 1970 dengan surat keputusan Presiden Nomor 8 tahun 

1970 ditingkatkan menjadi sebuah badan pemerintah penuh, bernama Badan 

Kordinasi  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 

Pada tahun 1970 resmilah program KB menjadi program Pemerintah 

dengan ditandatangani pencanangan hari keluarga nasional pada tanggal 29 

Juni 1970. Keluarga berencana adalah merupakan program pemerintah 

sebagai salah satu usaha menunjang pembangunan yakni untuk menekan laju 

pertambahan penduduk yang demikian pesatnya, agar pertambahan penduduk 

itu dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka kelahiran 

yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dengan cepat apabila 

tidak diatur dengan baik akan menimbulkan berbagai hambatan dalam proses 

pembangunan. 

Istilah keluarga berencana pada mulanya berasal dari bahasa inggris 

family planning  atauflanned farenthood yang berarti usaha bagaimana 

menrencanakan suatu usaha. Suparlan mendefenisikan keluarga berencana 

atau family planning  adalah daya upaya manusia untuk mengatur atau 

membatasi kelahiran, bsik untuk sementara agar dapat dicapai jarak yang 

                                                             
6Mahjuddin, MasailulFiqhiyah, (Jakarta: KalamMulia, 1990), hlm. 57-58 
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diharapkan antar dua kelahiran, maupun untuk selamanya agar dapat 

mencegah bertambahnya anak demi kesejahteraan keluarga
7
. 

Dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 pasal 3 ayat 8 Keluarga 

Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal 

melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan 

sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

Pelaksanaan metode planned parenthood ini menitik beratkan tanggung 

jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang 

aman, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan 

membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini, lebih mendekati istilah Bahasa 

Arab. 

tihami& Sohari sahrani dalam bukunya Masail al-fiqhiyah(2007), ada 

dua istilah Bahasa Arab dalam Keluarga berencana atau pengaturan keluarga 

yaitu: 

1. Tahdidu an-Nasli, yaitu membatasi keturunan atau tidak ingin 

mempunyai keturunan. 

2. Tanzhim al-nasl, yaitu pengaturan keluarga 

Keluarga Berencana (KB) juga memiliki arti yang sama dengan 

tanzhim an-nasl, yaitu pengaturan keturunan atau kelahiran. Menurut 

Muhammad Syaltut, jika program keluarga berencana (KB) itu dimaksudkan 

                                                             
7Ibid. hlm. 93 



26 
 

 
 

sebagai usaha pembatasan anak dalam jumlah tertentu, misalnya 3 anak untuk 

setiap keluarga dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali, maka hal 

tersebut bertentangan dengan syariat Islam, hukum alam, dan hikmah Allah 

menciptakan manusia agar berkembang biak dan dapat memanfaatkan karunia 

Allah untuk kesejahteraan hidupnya
8
. 

Jadi dari pengertian diatas yang dimaksud keluarga berencana (KB) 

bukanlah suatu pembatasan kelahiran anak melainkan suatu perencanan, 

pengaturan dan pertanggungjawaban manusia kepada anggota keluarganya. 

Untuk menjelaskan pengertian Keluarga Berencana di Indonesia maka penulis 

mengemukakan dengan pengertian umum dan khusus, yaitu: 

a. Pengertian Umum 

Keluarga berencana ialah suatu usaha yang mengatur 

banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu 

maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat 

yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai 

akibat langsung dari kelahiran tersebut. 

b. Pengertian Khusus 

Keluarga Berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar 

pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya 

pembuahan. 

                                                             
8Maslani & Hisbiyallah. Masail Fiqhiyah al-Haditsah.( Bandung: SEGA ARSY,2009).. hlm.59 
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Dari pengertian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Keluarga 

Berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-

usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan 

menerima dan mempraktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan 

bahagia. 

KB atau yang disebut keluarga berencana adalah salah satu program 

pemerintah dalam bidang kesehatan masyarakat yang ditunjukkan untuk 

keluarga-keluarga Indonesia.Program ini ditunjukkan untuk pembatasan 

jumlah anak untuk membatasi jumlah penduduk Indonesia yang semakin 

meningkat. KB (keluarga berencana) juga merupakan upaya mengatur 

kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk mengatur yang 

banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, 

bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan 

kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan 

adanya perencanaan keluarga yang matang kehamilan merupakan suatu hal 

yang sangat diharapkan sehingga terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri 

kehamilan dengan aborsi.
9
 

                                                             
9HartantodanHanafiKeluargaBerencana Dan Kontrasepsi,  (Jakarta: SinarHarapan, 2004), hlm. 

82  
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Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran 

serta masyarakat melalui pendewasaan usia perwakinan, pengaturan kelahiran, 

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk 

mewujudkan keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera. 

Menurut World Health Organisation (WHO) expert committee 1997: 

kelaurga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami isteri 

untuk menghidari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran 

yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, 

mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami isteri 

serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. 

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan 

preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita untuk menurunkan angka 

kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang 

dialami oleh wanita.Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam 

menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini tidak hanya karena 

terbatasnyametode yang tersedia, tetapi juga oleh ketidaktahuan merekan 

tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepti tersebut.
10

 

Tujuan umum adanya program keluarga berencana meningkatkan 

kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga 

Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang 

                                                             
10Saifudin, PanduanPraktikPelayananKontrasepsi, (Jakarta :YayasanBina Usaha, 2006), hlm. 33 
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sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya 

pertambahan penduduk. 

Tujuan khusus program keluarga berencana yaitu meningkatkan jumlah 

penduduk untuk menggunakan alat kontrasepti, menurunnya jumlah angka 

kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara 

penjarangan kelahiran. 

Tujuan-tujuan dari dilaksanakannya program KB antara lain: 

a. Membentuk keluarga kecil yang sejahtera dan sesuai dengan kekuatan 

ekonomi yang dimilki oleh keluarga tersebut. Perencanaan dan jumlah 

anak dan pengaturan jarak kelahiran adalah cara untuk mendapatkan 

keluarga kecil dan bahagia. 

b. Mencanangkan keluarga kecil dengan 2 anak, mencegah terjadinya 

pernikahan diusia dini serta peningkatan kesejahteraan keluarga 

Indonesia. 

c. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil diusia yang terlalu 

muda atau terlalu tua serta memelihara kesehatan reproduksi. 

d. Menekan jmlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan 

dengan jumlah penduduk di Indonesia.
11

 

e. Meningkatkan jumlah peserta KB atas dasar kesadaran 

f. Berkembangnya usaha-usaha yang membantu peningkatan 

kesejahteraan ibu dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, 

                                                             
11https://www.sayanda.comdiaksespadatanggal 10 November 2018 

https://www.sayanda.com/
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menurunnya tingkat kematian bayi dan balita, serta kematian ibu pada 

masa kelahiran persalinan. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasai dalam Keluarga 

Berencana 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.Pengetahuan adalah 

penentu yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. 

Pengetahuan juga dapat membentuk suatu keyakinan Pengetahuan seseorang 

biasanya dipengaruhi oleh pengalaman baik informasi dari media masa, 

teman maupun teaflet. Dalam penelitian Kusumaningrum, pengetahuan 

dapat mempengaruhi seseorang untuk ber-KB dan pengeetahuan yang 

rendah dapat membuat seseoranng tidak ingin menggunakan KB. 

b. Pendidikan 

Tingkat pendidikan tidak saja mempengaruhi kerelaan menggunakan 

KB tetapi juga pemilihan suatu metode. Beberapa studi telah 

memperlihatkan bahwa metode kalender lebih banyak digunakan oleh 

pasangan yang lebih berpendidikan. Dihipotesiskan bahwa pasangan suami 

isteri yang berpendidikan menginginkan KB yang efektif dengan efek 

samping yang sedikit. 
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c. Ekonomi  

Ekonomi adalah kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh manusia, 

dalam melakukan aktifitas sehari-hari, manusia harus membutuhkan suatu 

alat untuk mencapai suatu keinginan, alat itu berasal dari keadaan ekonomi 

seseorang tersebut, seseorang yang mempunyai ekonomi kurang atau rendah 

sulit untuk mempunyai alat untuk mencapai keinginan tersebut dalam 

penelitian Triningsih, ada hubungan yang bermakakna antara pendapatan 

keluarga dan pendidikan dengan kemandirian dalam praktek ber-KB pada 

aseptor di Desa Ngaruaru Kecamatan Banduyono. 

d. Usia  

Usia seseorang dalam berumah tangga dapat mempengaruhi kehidupan 

keluarga. Usia yang sudah matang akan memberikan kenyamanan dalam 

mengambil suatu keputusan dan mengatasi masalah. Hal tersebut juga 

berdampak pada pemelihan akseptor KB, usia yang sudah matang akan 

mudah untuk memilih kontrasepsi yang baik. Hasil penelitian Suprihastuti 

menunjukkan bahwa dari segi usia, pemakaian alat kontrasepsi PUS 

cenderung pada umur yang lebih tua dibandingkan umur muda. Indikasi ini 

member petunjuk bahwa kematangan pria juga ikut mempengaruhi untuk 

saling mengerti dalam kehidupan keluarga. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan 

(program) menurut (Engeenderhealth, 2003) adalah: 

a. Adanya komitmen petugas kesehatan 
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b. Terpenuhinya kebutuhan akan supervise yang memfasilitasi 

c. Management, informasi, pelatihan, dan pengembangan sarana 

pelayanan 

d. Terpenuhinya kebutuhan akan bahan, peralatan, dan infrastruktur 

e. Terpenuhinya hak calon peserta KB untuk memperoleh informasi agar  

Peserta KB mendapatkan pelayanan yang diharapkan, diantaranya yaitu: 

1)  Pelayanan yang aman dan nyaman 

2) Pelayanan yang mengutamakan privasi dan mengutamakan 

kerahasiaan 

3) Pelayanan yang sopan, ramah, dan nyaman 

4) Dapat mengemukakan pendapat atau masalah secara bebas, 

5) Hak untuk kelangsungan pelayanan. 

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Keluarga Berencana 

Pemahaman masyarakat Desa Huta Baringin terhadap keluarga 

berencana masih  sangat minim dikarenakan kurangnya kesadaran dan 

pemahaman msyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana (KB) 

dinilai menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan untuk ber-KB. Karena 

itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut 

akan terus meningkatkan penyuluhan dan advokasi terhadap masyarakat. 

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Temazaro Zega mengatakan, 

pihaknya sedang melakukan program Kependudukan, KN dan Pembangunan 
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agenda proritas pembangunan nasional (Nawacita). Hal ini dilakukan dengan 

membangun dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah serta desa. 

Dalam hal ini akan perlu melakukan penguatan advokasi dan 

Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) tentang KKBPK. Tentunya kita akan 

meninngkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluraga. 

Dalam meningkatkan program KB, lanjutan, pihaknya akan terus melakukan 

pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan 

berkeluarga. Tentunya edukasi harus terus  dilakukan kepada pasangan usia 

subur dan kaum muda. Karena minimnya pengetahuan warga tentang KB 

menjadikan mereka enggan untuk ber-KB.  Meskipun mereka sudah mulai 

sadar pentinya KB, namun masih saja ada beberapa kendala yang dialami 

dalam menjalankan program KB.  

Kendala itu masih ada di Desa Huta Baringin, seperti budaya, letak 

geografis, pemikiran warga tentang  banyak anak banyak rezeki, serta kurang 

aktifnya kader dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Namun kendala 

masyarakat yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman tentang 

pentingnya ber-KB.Terbukti bahwa warga yang ber-KB didominasi oleh 

orang yang berpendidikan dan ekonomi kelas menengah ke atas yang enggan 

ber-KB adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.Sementara itu, petugas 

Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Simangambat dinilai 

masih kurang.Sampai saat ini hanya ada 30 orang, sementara di desa-

desaKecamatan Simangambat itu sebanyak 22 desa.Berdasarkan aturan, dua 
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desa itu satu petugas makanya kadang banyak yang ingin ber-KB Cuma 

belum dapat terlayani. 

4. Manfaat dan Efek Samping KB dalam Kesehatan 

Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan 

slaah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian inu yang 

semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita. 

Manfaat Keluarga Berencana Bagi Individu dan Keluarga 

a. Mendukung kesehatan reproduksi 

- Kesehatan reproduksi adalah kondisi sejahtera, secara fisik, 

mental,  dan social secara sempurna, serta bukan hanya terhindar 

dari kesakitan dan kecacatan, baik pada alat, sistem, fungsi, dan 

proses reproduksi sehingga memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara biologis, sosial, dan ekonomis. 

b. Kesehatan dan psikologis bagi ibu 

- Mencegah anemia ( kurang darah). Kandungan zat besi yang ada 

pada salah satu alat/obat kontrasepsi (pil kombinasi) dapat 

menjaga kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya dengan 

optimal. Sehingga resiko kesakitan dan kematian ibu dapat 

diturunkan. 

- Dengan ber-KB keluarga dapat merencanakan dan mengatur 

kelahiran anak-anaknya, dengan menghindari kehamilan “4 

Terlalu” (terlalu muda, terlalu tua umur ibu, terlalu dekat jarak 
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kelahiran, dan terlalu sering melahirkan). Menghindari 

kehamilan yang tidak/belum diinginkan akan menurunkan resiko 

keskitan dan kematian ibu. 

Manfaat Keluarga Berencana bagi Anak 

a. Dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya 

b. Memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan cukup 

c. Menjaminmasa depan dan pendidikan anak lebih baik 

Efek samping KB dalam Kesehatan  

a. Sakit kepala dan rasa tidak nyaman pada bagian dada 

b. Mual-mual 

c. Berat badan meningkat 

d. Suasana hati tidak menentu 

e. Menurunnya gairah seks 

f. Pendarahan diluar masa datang bulan 

5. Pertumbuhan Penduduk 

Penduduk merupakan unsure penting dalam kegiatan ekonomi serta 

usaha untuk membangun suatu perekonomian karena pensusuk menyediakan 

tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga usahawan dalam 

menciptakan kegiatan ekonomi. 

Pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis 

antara kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan 
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penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu: Kelahiran (fertilitas),  

Kematian (mortalitas), Migrasi keluar dan masuk, selisiih antara kematian dan 

kelahiran disebut pertumbuhan alamiah (natural increase). Sedangkan selisih 

antara migrasi masuk (in-migration) dan migrasi keluar (out-migration) 

disebut migrasi neto (net-migration). 

6. Kepatuhan (Compliance) Birokrasi 

Kepatuhan implementator dalam pelaksanaan program keluarga 

berencana sudah berjalan  dengan cukup baik. Dimana implementor yang 

patuh akan tujuan dan sasaran pelaksanaan program serta tugas dan fungsi 

yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan program. Kepatuhan akan tujuan 

dan sasaranyang dilakukan jelas diwujudkan untuk merealisasikan keluarga 

yang berkualitas dan wanita yang memiliki keinginan untuk memiliki 

generasi-generasi muda yang produktif dalam segala bidang. Salah satu 

pendukungnya adalah kekuatan ekonomi keluarga untuk bisa membiayai 

seluruh kehidupan anak agar menjadi anak yang berkualitas.Dimana apabila 

satu keluarga hanya memiliki anak sesuai anjuran program keluarga 

berencana, diharapkan kekuatan ekonomi keluarga yang dimiliki dapat 

mewujudkan anak-anak yang berkualitas. Sehingga fakta ini juga akan 

menghilangkan persepsi masyarakat umumnya bahwa “ banyak anak banyak 

rezeki”.
12

 

 

                                                             
12BudimandanNasir, PengantarKebijakanPublik, (Jakarta: PenerbitRajawali, 2001), hlm. 50 
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Allah SWT berfirman dalam QS Al-Anfaal : 53 yang berbunyi: 

                    

              

 

Artinya: (siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya 

Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang 

telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum 

itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri[621], 

dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui. 

Allah Swt. Menyebutkan tentang keadilan dan kebijakanaannya dalam 

hukum yang telah ditetapkan, bahwa dia tidak akan mengubah suatu nikmat 

yang telah dia berikan kepada seorang hamba kecuali disebabkan dosa yang 

dikerjakan hamba yang bersangkutan, Allah Swt tidak mencabut nikmat yang 

telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tetap taat dan 

bersyukur kepada Allah.
13

 

Seperti yang disebutkan oleh ayat lain melalui firmannya: Q.S Ar-Ra’d 

ayat 11. 

                          

                  

                                                             
13

Q.S Al-Anfaal: 53, Al-Qur’an dan Terjemahan , Departemen Agama RI. 
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Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri 

mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; 

dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 

 

 Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada 

sesuatu kaum, selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah.
14

 

 

 

 

                                                             
14Q.S. Ar-Ra’d : 11, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara dan waktu penelitian ini dilakukan pada 

bulan September 2018 sampai dengan selesai. Adapun alasan penulis memilih 

di Kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian karena permasalahan yang 

diteliti belum ada yang menelitinya dan peneliti sanggup untuk menelitinya. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan 

Miller mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

dari pengamatan pada diri manusia baik dari kawasannya maupun dalam 

peristilahannya
1
. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa 

Masyarakat Desa Huta Baringin, Tanjung Maria dan Aekraru Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

                                                             
1Lexy J Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif(Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2006), hlm. 

4 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat menggunakan KB. 

Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah masyarakat peserta KB dan petugas KB di 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

D. Sumber data 

Dalam hal ini dibedakan menjadi 3 hal yaitu: 

a. Data primernya diambil dari masyarakat, peserta KB, bidan, dan dinas 

kesehatan diKecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

b. Data skunder yaitu data yang diambil dari buku-buku yang releven dan 

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014. 

c. Data tersier adalah data yang lain yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap data primer dan data skunder, seperti hasil 

penelitian, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, artikel-artikel dari 

internet dan bahan-bahan lain yang bersifat karya ilmiah. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, 

metode yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
2
 Dari defenisi tersebut 

peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja 

dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat 

fenomenasosial, gejala-gejala dan melihat secara riil Pelaksanaan 

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2018 Tentang Keluarga Berencana Di 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

2. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang 

mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara 

pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data 

tentang masalah diatas.
3
 Dalam wawancara ini peneliti menggunakan 

wawancara terstrukturya itu wawancara yang dilaksanakan secara 

terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Metode wawancara ini penyusun tunjukkan 

terutama ibu-ibu yang menggunakan KB, bidan-bidan, pemerintah dan 

tokoh masyarakat. 

F. Metode Analisa Data 

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisa data 

kuantitatif yaitu data-data yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori 

                                                             
2Margono ,MetodologiPenelitianPendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 2005), hlm. 158. 
3Ibid.,hlm. 165. 
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berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut kemudian dihubungkan antara 

satu data dengan data yang lainnya, sehingga memperoleh gambaran yang 

utuh mengenai masalah yang diteliti. Menurut Patton analisa data adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, 

kategori dan uraian dasar.
4
 Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti 

wawancara, hasilo bservasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. 

Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, makalangkah selanjutnya 

adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. 

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya 

adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian 

dianalisis, analisis data yang merupakan hal yang penting dalam penelitian 

ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat member arti dan makna 

yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data 

deskriptif dan eksplorasi yaitu menggambarkan secara sistematis Pelaksanaan 

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memiliki 

                                                             
4BambangSunggono, MetodologiPenelitianHukum, (Jakarta:  PTRaja GrafindoPersada, 

2012), hlm. 121. 
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gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan dan selanjutnya. 

2. Penyajian data adalah suatu cara pengkompresan informasi yang 

memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil  sebagai bagian 

dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagaian,,hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam 

menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.
5
 

G. Metode penulisan 

a. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-faktadan data-data yang 

berkaitan dengan penelitian, kemudian di analisa dan diambil 

kesimpulan secara umum. 

b. Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang 

bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus. 

c. Deskriftif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

 

 

                                                             
5Ibid, hlm. 119 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara terletak di Desa 

Langkimat sebelah utara Desa Jabi-jabi, sebelah selatan Desa Janji Matogu 

Sebelah timur Desa Kosik Putih dan sebelah barat Desa Aekraru. Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki 21 Desa/Kampung 

yaitu: 

No. Desa/kampung Kecamatan  Kabupaten 

1. Aekraru Simangambat  Padang lawas Utara 

2. Simangambat jae Simangambat Padang lawas Utara 

3. Simangambat julu Simangambat Padang lawas Utara 

4. Sigagan  Simangambat Padang lawas Utara 

5. Langkimat Simangambat Padang lawas Utara 

6. Gunung manaon Simangambat Padang lawas Utara 

7. Huta baringin Simangambat Padang lawas Utara 

8. Huta baru  Simangambat Padang lawas Utara 

9. Huta pasir Simangambat Padang lawas Utara 

10. Jabi-jabi Simangambat Padang lawas Utara 

11. Janji matogu Simangambat Padang lawas Utara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Aek_Nabara_Barumun,_Padang_Lawas
https://id.wikipedia.org/wiki/Huristak,_Padang_Lawas
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12. Kosik putih Simangambat Padang lawas Utara 

13. Mandasip Simangambat Padang lawas Utara 

14. Paran padang Simangambat Padang lawas Utara 

15. Paran tonga Simangambat Padang lawas Utara 

16. Sionggoton Simangambat Padang lawas Utara 

17. Tanjung botung Simangambat Padang lawas Utara 

18. Tanjung maria Simangambat Padang lawas Utara 

19. Ujung gading jae Simangambat Padang lawas Utara 

20. Ujung gading julu Simangambat Padang lawas Utara 

21. Ulak tano Simangambat Padang lawas Utara 

 

Desa yang ada di Kecamatan ini ada 21 Desa,
1
 namun karena luasnya 

wilayah di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, maka yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini ada 3 Desa yaitu: Desa Huta Baringin, Desa 

Tanjung Maria dan Desa Aekraru dengan jumlah peserta yang menggunakan KB 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini:  

No. Desa Jumlah penduduk Jumlah pengguna KB % 

1. Huta Baringin 322 32 orang 9,94% 

2. Aekraru 258 22 orang 8,53% 

3. Tanjung Maria 282 41 orang 14,54% 

                                                             
1Ferry tobing,  petugas Kantor Capil Wawancara pada tanggal 26 November 2018 di Kantor 

Capil 
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Jumlah 862 95 orang 33,01% 

Di Desa Huta Baringin 9,94%, di Desa Tanjung Maria 14,54%, dan di 

Desa Aekraru  8,53%. Jadi dapat dilihat bahwa pelaksanaan program KB di 

Desa-desa tersebut tidak sepenuhnya terlaksana. 

Jenis-jenis alat kontrasepsi dalam program KB dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

No. Jeni-jenis KB Jumlah pengguna % 

1. IUD 0 % 

2. Pil KB 22 orang 21,1% 

3. Suntik KB 34 orang 35,8% 

4. Kondom 18 orang 18,9% 

5. Pasektomi 5 orang 5,33% 

6. Tubektomi 7 orang 7,74% 

7. KB Implant/susuk 9 orang 9,5% 

Jumlah 95 orang 100% 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pengguna Suntik KB lebih banyak 

dibandingkan alat kontrasepsi lainnya, karena kebanyakan masyarakat lebih 

percaya dengan Suntik KB dan lebih praktis untuk digunakan.
2
 

                                                             
2Jahara Haibuan, petugas KB Wawancara pada tanggal 4 Desember 2018 di Puskesmas 

Kecamatan Simangambat 
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Kecamatan simangambat memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim 

yakni musim hujan dan musim hujan seperti daerah-daerah yang lain di 

Indonesia. Gambaran di Kecamatan Simangambat dan keadaan penduduk yaitu: 

1. Mata Pencaharian 

Dari segi mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Huta Baringin, 

Aekraru, dan Tanjung Baringin Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang 

Lawas Utara dapat dilihat dari tabel dibawah ini:  

No.  Mata Pencaharian Jumlah % 

1. PNS 59 orang 6,84% 

2. Bertani Sawah 461 orang 53,48% 

3. Bertani Sawit 342 orang 39,68% 

Jumlah 862 100% 

 

2. Agama 

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan 

praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, agama dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

No. Agama Jumlah % 

1. Islam  792 orang 91,88% 

2. Kristen 66 orang 7.66% 

3. Konghuju 4 orang  0,46% 
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Jumlah 862 100% 

. 

3. Sarana Ibadah 

Dalam rangka melaksankan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang 

terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa tersebut menunjukkan 

kepedulian terhadap agamanya dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

No. Sarana Ibadah Jumlah 

1. Mesjid 3 

2. Mushollah 2 

3. Gereja 3 

Jumlah  8 

 

4. Pendidikan  

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pendidikan dapat dilihat 

dari tabel dibawah ini: 

No.  Pendidikan Jumlah % 

1. Tk  34 orang 3,94% 

2. SD 247 orang 28,65% 

3. SMP 163 orang 18,91% 

4. SMA 156 orang 18,1% 

5. Kuliah  36 orang 4,18% 
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6. Tidak sekolah/ pengangguran 226 orang 26,22% 

Jumlah 862 orang 100% 

 

Dalam hal ini keadaan pendidkan masyarakat Desa Huta Baringin, 

Aekraru dan Tanjung Maria kurang baik karena anak-anak SD masih 

mendominasi, itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya 

sebuah pendidikan di lingkungan keluarga. Masyarakat beranggapan sekolah SD 

lebih perlu dari pada pendidikan yang lebih tinggi diatasnya. Pada tingkat SMP, 

SMK, dan Stara 1 kesadaran untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi 

masih kurang, karena disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat 

belajar serta sarana transfortasi minim untuk menuju sekolah yang lebih tinggi.
3
 

Dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga pola pikir 

masyarakat lebih mengutamakan mencari nafkah dari pada melaksanakan 

program KB mengingat adanya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

kontrasepsi tersebut. Dilihat dari jumlah anak dalam satu keluarga ditemukan 

bahwa jarak antara anak yang satu dengan yang lain begitu rapat. Sehingga anak 

tidak terawat dan pendidikannya juga tidak terjamin. 

B. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Di Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara 

 

1. Sosialisasi adalah penanaman atau transfer kebiasaan ke generasi 

lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.  

                                                             
3Data dari  kantor Kepala Desa, Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria pada 

tanggal 3 Desember 2018 
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Kegiatan sosialisasi Program KB yang dilakukan oleh tim penggerak, 

Kepala Desa dan kader Desa  melalui Komunrmasi Edukasi (KIE) 

kreatif yang diadakan setiap hari rabu di Desa-desa tersebut. Sosialisasi 

yang dilakukan mengenai manfaat pemberian Nutrisi Bagi Ibu Hamil 

dan Menyusui, sosialisasi pemakaian IUD (Intra Uterine Device), 

medis operatif wanita (MOW) Tubektomi, medis operatif pria (MOP) 

Vasektomi, suntik KB dan pil KB. 

2. Penyuluhan adalah yang merupakan proses kegiatan penyuluhan 

dengan berbagai model dan metode yang berlangsung terus menerus 

sambung menyambung dan dilakukan oleh semua pihak yang 

kompeten dan terjadi tahan lama. Dengan demikian penyuluhan KB 

dapat mendorong minat belajar PUS baik sebelum maupun sesudah 

ber-KB. Penyuluhan ini dilakukan melalui spanduk, kantor Desa, 

kantor camat,  puskesmas, Koran dan televisi. Karena dilain pihak tidak 

selamanya Penyuluh KB dapat langsung masuk ke area komunikasi 

dengan keluarga sasaran calon peserta KB. 

3. Pembinaan adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang 

mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab, dan memberi 

pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. 

Pembinaan akseptor KB ini dilakukan oleh petugas KB dalam menjaga 

atau memelihara kelangsungan atau keberadaan peserta KB dan 

institusi masyarakat sebagai peserta dan pengelola KB di Desa-desa 
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tersebut. Pembinaan akseptor KB yang dilakukan diketiga Desa ini 

salah satunya melalui konseling yaitu memperlakukan kien dengan 

sopan, baik dan ramah, memahami, menghargai dan menerima keadaan 

ibu serta memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami. 

4. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

secara lain, pelayanan ini menolong untuk menyediakan segala apa 

yang diperlukan orang-orang dalam menggunakan KB. Pelayanan 

kontrasepsi yang sebagai pokok dari program KB ini tidak menjadi isu 

penting dalam pelaksanaan KB di Desa-desa tersebut. 

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana telah 

dilaksanakan ditiga Desa yaitu: Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria 

kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 26 Juli 

2016. PeraturanPresiden ini masih diterapkan di Desa Huta Baringin, Aekraru dan 

Tanjung Maria sampai dengan sekarang. 

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan Petugas Keluarga 

Berencana di Kecamatan Simangambat sudah berjalan dengan baik, seperti 

diadakannya pelayanan KB gratis yang diberikan dengan bekerja sama antara 

Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Maria dan Desa Aekraru dan Kecamatan 

Simangambat juga dengan kader-kader ditiap-tiap RT guna membantu 

terlaksananya kegiatan yang dijalankan, selain itu petugas keluarga berencana 

juga memberikan konseling kepada masyarakat di puskesmas dan rakor KB 
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tentang manfaat KB, seperti memberi pemahaman bagi pasangan usia subur yang 

baru mau ber-KB, dengan menjelaskan  alat kontrasepsi apa yang cocok untuk 

mereka, dan mengarahkan pasangan usia subur yang sudah lama ber-KB untuk 

mengarahkan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
4
 

a. Peningkatan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah dari hasil 

penelitian di Desa Huta Baringin telah berjalan dengan baik dan 

memberikan kemudahan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah 

kebawah untuk menggunakan KB, dikarenakan mengikuti program KB 

melalui pelayanan pemerintah tidak dipungut biaya/gratis, ini mrupakan 

salah satu upaya pemerintah guna mengajak dan meningkatkan minat 

masyarakat untuk ber-KB. Dan rata-rata mereka banyak menggunakan 

metode pil dan suntik salah satunya karena lebih mudah serta resiko yang 

ditimbulkan hampir tidak ada serta berbagai alasan masing-masing para 

akseptor KB. 

b. Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan KB jalur 

mandiri/swasta sudah berjalan dengan baik, para akseptor lebih memilih 

ber-KB melalui jalur mandiri/swasta dikarenakan mereka sudah lebih 

mengerti tentang pentingnya serta manfaat KB dan mengetahui tentang 

macam-macam metode dan alat kontrasepsi yang ada, walaupun mereka 

                                                             
4 Suemi, Bidan Desa wawancara pada tanggal 1 November 2018 di Desa Huta  

Baringin. 
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sudah paham bidan tetap memberikan konseling terlebih dahulu kepada 

pasien yang dating sesuai prosedur yang berlaku.  

Mereka memiliki berbagai alasan seperti  merasa lebih mudah jika ber-

KB mandiri mereka juga merasa aman menggunakan KB melalui dokter atau 

bidan swasta yang mereka percayai dan yakini lebih professional walaupun 

harus mengeluarkan uang, masyarakat yang memiliki ekonomi menengah 

keatas kebanyakan lebih memilih ber-KB mandiri, kemudian dari data hasil 

penelitian mereka lebih banyak menggunakan metode pil dan suntik 

ketimbang metode lain, dikarenakan pemakaian yang praktis dan resiko yang 

ditimbulkan hampir tidak ada diantara metode yang lainnya seperti IUD dan 

MOW. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program 

Keluarga Berencana di Desa Huta Baringin 

 

1. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 di 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara adalah: 

a. Faktor pendukung yang diberikan oleh Kepala Desa yang bekerja sama 

dengan pihak-pihak terkait seperti bidan di Kecamatan Simangambat 

dengan mengadakan KB gratis, memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang pentingnya ber-KB dan macam-macam kontrasepti 

guna meningkatkan minat masyarakat untuk ber-KB. Dengan adanya 

dukungan tersebut maka terlaksanalah program KB di Desa Huta 
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Baringin, Desa Aekraru, dan Desa Tanjung Maria Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

b. Faktor fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program KB seperti: 

1) Adanya media baca berupa koran, buku, televisi dan majalah.  

2) Alat peraga berupa gambar-gambar,boneka berbentuk anatomi 

rahim agar memudahkan pengguna pil KB dalam memahami cara 

kerja pil. 

3) Ketersediaan alat kontrasepsi berupa suntikan, pil dan implant. 

4) Bedah yang ada di puskesmas maupun rumah sakit swasta, yang 

mempermudah masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi. 

c. Faktor kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan Petugas 

Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat sudah berjalan 

dengan baik, seperti diadakannya pelayanan KB gratis yang diberikan 

dengan bekerja sama antara Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Maria 

dan Desa Aekraru dengan Kecamatan Simangambat juga dengan 

kader-kader ditiap-tiap RT guna membantu terlaksananya kegiatan 

yang dijalankan. Selain itu petugas keluarga berencana juga 

memberikan konseling setiap hari rabu yang diadakan dua kali dalam 

sebulan oleh bidan desa kepada masyarakat di puskesmas dan rakor 

KB tentang manfaat KB, seperti memberi pemahaman bagi pasangan 

usia subur yang baru mau ber-KB, dengan menjelaskan  alat 

kontrasepsi apa yang cocok untuk mereka, dan mengarahkan pasangan 
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usia subur yang sudah lama ber-KB untuk mengarahkan MKJP 

(Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). 

d. Faktor peningkatan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah dari 

hasil penelitian di Kecamatan Simangambat telah berjalan dengan baik 

dan memberikan kemudahan masyarakat yang memiliki ekonomi 

menengah kebawah untuk menggunakan KB, dikarenakan mengikuti 

program KB melalui pelayanan pemerintah tidak dipungut biaya/gratis, 

ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna mengajak dan 

meningkatkan minat masyarakat untuk ber-KB. Dan rata-rata mereka 

banyak menggunakan metode pil dan suntik salah satunya karena lebih 

mudah serta resiko yang ditimbulkan hampir tidak ada serta berbagai 

alasan masing-masing para akseptor KB.
5
 

2. Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 di 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utaraadalah: 

a. Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Simangambat lebih besar 

SD dari pada tingkat S1. Sehingaa pola pikir masyarakatpun terhadap 

program KB di Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Maria dan Desa 

Aekraru rendah karena tingkat pendidikan lebih banyak di Dasar dari 

pada di Sarjana. Dan masyarakat berfikir banyak anak banyak rezeki, 

yang diwariskan dari generasi sebelumnya.Namun kendala masyarakat 

                                                             
5 Ropiah Tanjung, Bidan Desa wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018 di Desa Huta 

Baringin 
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yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya ber-KB walaupun sudah diadakan sosialisasi dan 

penyuluhan. 

b. Ekonomi rendah sehingga perhatian untuk kebutuhan program KB 

tidak menjadi prioritas, yang menjadi prioritas yaitu hanya kebutuhan 

pokok. 

c. Kurangnya petugas-petugas KB di Kecamatan Simangambat sehingga 

jarang untuk melakukan sosialisasi di Desa tersebut hanya tiga kali 

dalam sebulan. Serta kurang aktifnya kader. 

d. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap program KB akibat 

masyarakat di Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Maria dan Desa 

Aekraru lebih sibuk mencari nafkah karena mayoritas masyarakat 

bermata pencaharian sebagai petani, akibatnya mereka lebih memilih 

bekerja dari pada melakukan dukungan kegiatan sosialisasi tersebut. 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan 

wilayah yang tidak luput dari sasaran program pemerintah yakni Keluarga 

Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam 

rangka mewujudkan NKKBS, sehingga dengan adanya program Keluarga 

Berencana diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta 

mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan 

penduduk di wilayah tersebut.  
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Penentu keberhasilan program Keluarga Berencana ini dilapangan adalah 

dengan peran petugas keluarga berencana, mereka adalah ujung tombak penentu 

keberhasilan program KB dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi dan 

konseling kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB. Serta keikutsertaan 

pasangan usia subur untuk menjadi akseptor KB, pemahaman mereka tentang 

berbagai macam alat kontrasepsi yang ada dan cocok untuk mereka, peningkatan 

pembinaan kesertaaan KB jalur pemerintah, peningkatan kemandirian dan 

pembinaan jalur swasta/mandiri. 

D. Analisa Hasil Penelitian 

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 

tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang 

Lawas Utara (Studi di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara). Dari hasil penelitian 

yang diperoleh di Desa Huta Baringin yang menggunakan KB hanya  33,7%, di 

Desa Tanjung Maria 43,1%, dan di Desa Aekraru  23,2%. 

Dari data ini dapat dilihat bahwa program KB di desa-desa tersebut kurang 

terlaksana disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang maksud 

dan tujuan KB, kurangnya penyuluhan yang dilakukan, tidak diperbolehkan 

suami, tidak dapat menebus alat kontrasepsi, takut untuk menggunakan alat 

kontrasepsi itu karena ia merasa ada efek samping. Jenis-jenis KB yaitu: pil KB, 

suntik KB, diafragma, KB implan (KB tusuk), IUD, pasektomi, tubektomi, 

spermisida. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Preiden 
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No. 87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana. Adanya kerja sama antara Kepala 

Desa dengan Bidan-bidan yang bertugas dalam bidang KB. Sementara faktor 

penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden adalah kurangnya penyuluhan, dan 

kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden. 

Wawancara dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga 

Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara 

 

Pelaksanaan peraturan presiden No. 87 tahun 2014 tentang Keluarga 

berencana di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria sudah 

dilaksanakan diantaranya: 

a. Adanya dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa yang bekerja sama 

dengan pihak-pihak terkait seperti bidan dan puskesmas di Kecamatan 

Simangambat dengan mengadakan KB gratis, yang memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB dan macam-macam 

kontrasepsi guna untuk meningkatkan minat masyarakat untuk ber-KB. 

b. Adanya dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa yang selalu mendukung 

kegiatan yang diadakan petugas keluarga berencana dan bekerja sama 

dengan bidan-bidan di daerah tersebut baik bidan pemerintahan maupun 

swasta yang berfungsi sebagai pembantu pelaksanaan program KB di Desa 

Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria. Dengan adanya fasilitas 

pendukung seperti media baca, alat peraga, ketersediaan alat kontrasepsi dan 
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bedah yang ada di puskesmas maupun rumah sakit swasta, yang 

mempermudah masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi. 

Kurangnya minat masyarakat Desa Huta Baringin, Aekraru dan 

Tanjung Maria dalam melakukan program KB 

1) Minimnya penngetahuan masyarakat Desa Huta Baringin, Aekraru dan 

Tanjung Maria tentang tujuan program Keluarga Berencana 

2) Kurangnya sosialisasi dari pihak yang terkait mengenai peraturan 

presiden No. 87 tahun 2014 yang diadakan di Desa Huta Baringin, 

Aekraru dan Tanjung Maria sehingga banyaknya masyarakat yang tidak 

menggunakan KB. 

c. Pelaksanaan peraturan presiden belum sepenuhnya dilaksanakan di Desa 

Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria karena kurangnya pengawasan 

dari pihak yang terkait. 

d. Kurangnya minat masyarakat Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung 

Maria tentang program KB. 

Dapat dilihat bahwa lebih sedikit S1 dibandingkan dengan SD., 

sehingga pemahaman masyarakatpun sangat minim tentang perogram KB 

serta masyarakat juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari program KB 

tersebut.merekalebih memilih untuk mencari nafkah dari pada mengikuti 

sosialisasi yang diadakan mengenai KB tersebut.Serta kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang program KB , tipisnya pengetahuan tentang KB karena 

kurangnya tingkat pendidikan S1, pola pikir masyarakat mengatakan bahwa 
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banyak anak banyak rezeki.
6
 Pemerintahan sendiri kurang intens terhadap 

penyuluhan dalam program KB, misalnya melakukan sosialisasi  kepada 

masyarakat mengenai prorgam  KB sehingga masyarakat tidak mau tahu atau 

tidak memahami KB. 

Beberapa alasan yang sama antara Desa Aekraru dan Tanjung maria 

tentang alasan ibu-ibu tidak  menggunakan program KB yaitu: 

1. Masayarakat merasa ragu dalam menggunakanalat kontrasepsi baik itu 

pil. Suntik, IUD, implan ataupun susuk. 

2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang program KB 

3. Ketidak cocokan dalam menggunakan kontrasepsi dan tidak  

diperbolehkan suami 

4. Berat untuk membiayai hidupnya dan kesibukan ibu kerja atau 

pertimbangan umur karena nikah telat  

5. Kurang tepatnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai 

kontrasepsi atau waktu yang tidak tepat dalam memberikan pengetahuan 

tentang kontrasepsi. 

6. Takut efek samping yang muncul seperti gemuk dan bercak-bercak pada 

kulit serta pernah mengalami kegagalan dalam kontrasepsi  

7. Dan biaya untuk kontrasepsi
7
 

                                                             
6Nur Ainun, masyarakat pengguna KB Wawancara  pada tanggal 26 November 2018 di Desa 

Aekraru 
7

Leliyana, Petugas KB  Wawancara  pada tanggal 28 November 2018 di puskesmas 

Kecamatan Simangambat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah penulis paparkan, penulis mencatat beberapa poin 

penting yang menjadi inti pembahasan di atas, yaitu: 

1. Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana di 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara telah dilaksanakan, 

akan tetapi masih ada beberapa hal yang membuat peraturan ini tidak berjalan 

efektif. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang 

Peraturan Presiden tersebut dan kurangnya penyuluhan serta sosialisasi dari 

pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 

tentang Keluarga Berencana. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak 

menggunakan program KB. 

2. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Preiden No. 87 tahun 

2014 tentang Keluarga Berencana. Adanya kerjasama antara Kepala Desa 

dengan Bidan-bidan yang bertugas dalam bidang KB. Sementara faktor 

penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden adalah kurangnya penyuluhan, dan 

kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan 

Presiden. Faktor lain adalah sosial, ekonomi, komunikasi dan cultural. 
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B. Saran  

Setelah penulis membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 

87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara, penulis menulis beberapa saran, yaitu:  

1. Untuk dinas yang terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden untuk 

memberikan penyuluhan atausosialisasi tentang tujuan KB yang sebenarnya 

bukan hanya tentang mengatur tahun kelahiran namun untuk menurunkan 

tingkat pertumbuhan penduduk kepada masyarakat Desa Huta Baringin 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. 

2. Untuk masyarakat harusnya ikutserta dalam acara sosialiasi tersebut agar lebih 

mengetahui tentang KB dan mengerti dengan tujuannya. 

3. Penyuluhan kepada pemuka agama 

4. Penyuluhankepadabapak-bapakdanibu-ibu 
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